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PMK 72 Tahun 2025

PERLUASAN INSENTIF PAJAK =
PENGHASILAN PASAL 21
DITANGGUNG PEMERINTAH -

Untuk Pegawai Tertentu yang Memperoleh Penghasilan dari
Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentudi Sektor Pariwisata

#KemenkeuTerpercaya



Pertumbuhan A Pertum buhan ekonomi yang
l%bnomi berkelanjutan
éfikelanjut - A Kesejahte raan
o Kemiskinan
0 Pengangguran
0 Kesenjangan

erlntah terus berusaha menjaga  pertumbuhan yang A

rkelanlutan dengan tetap menjaga kesejahteraanmasyarakat.
alam  rangka = memastikan pertumbuhan ekonomi yang :Il>

berkelanjutan dengan terus menjaga kesejahteraan masyarakat,
Pemerintah melalui kebijakan fiskal menyiapkan paket kebijakan di tahun
2025.

r;:Dltanggung Pemerintah (DTP) untuk pegawai tertentu yang bekerja
la bidang usaha tertentu, yang telah diatur dalam PMK10/2025

A Salah satu Paket Kebijakan tersebut adalah pemberian Fasilitas PPh Pasal A

PPh 21 DTP

A Paket Kebijakan Untuk
Kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2025

Dalam rangka mempercepat pelaksanaanprogram-program pembangunan yang
mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, sejumlah program tengah dipersiapkan sesuai arahan
Presiden Prabowo, termasuk perluasan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP,
sebagaimana disampaikan Menkeu bersama Menko Perekonomian dalam
konferensi perstanggal 12 September 2025.

Dalam Rakor Eselon | tgl 14 September 2025 di Kemenko Perekonomian,
diusulkan perluasan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP, yaitu pekerja di
sektor terkait pariwisata .

L WWWpaJakgOId



Pokok Kebijakan insentf Pph21 DTP 3

— > Pegawaitetap
Subjek Pajak :
: —> Pegawaitertentu
. Penerima Pegawaitidak
., :& ! tetap
- Bekerjapada pemberi kerja
=\ kriteria tertentu.

A PPh21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
PMK 72 » A Jangkawaktu

Tah 2025 —> Bentuk Fasilitas A Industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture , kulit dan barang
anun dari kulit € Januari-Desember 2025

A Industri Pariwisata C Oktober -Desember 2025

A Insentif PPh Pasal 21 (DTP) harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada
saat pembayaran penghasilan kepada Pegawaitertentu, termasuk dalam hal Pemberi

Font Mekanisme Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada
Pegawali
A Pelaporan Insentif dilakukan melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Masa
Januari Desember 2025.

A Pemberi kerja yang tidak melakukan penyampaian SPTMasa PPhPasal21 Masa Jan-
Des 2025 dalam jangka waktu yang ditentukan (31 Januari 2026), tidak diberikan
insentif dari masa Januari Desember 2025 dan insentif yang telah dimanfaatkan wajib
disetorkan kembali .

A Mekanisme khusus untuk PMK-72/2025: Pemberi kerja harus membuat dan
menyampaikan kertas kerja, membuat dan melaporkan bukti pemotongan tambahan
atas bagian DTP dan mengembalikan kelebihan pemotongan PPh21 Des dalam hal
LB Masa JanDes 2025 lebih besar daripada PPhPasal21 DTPOkt d Nov.
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s Penerima Insentif

Pegawai tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan kriteria Pemberl Kerja dengan
tertentu meliputi pegawai tetap dan pegawali tidak tetap. e Kriteria Tertentu
Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap
Memiliki NPWP/NIK yang diadministrasikan  Memiliki NPWP/NIK yang
Dukc_a_pll d_an terintegrasi dengan sistem dla_dmlnlstr_a5|kan _Dukcapll N dan_ 1. Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu , yaitu pada
administrasi DJP terintegrasi dengan sistem administrasi . . -
DJP bidang industri:

hasilanb d ) A h h dak lebih a. alaskak
Penghasilanbruto tetap dan teratur * Upah rata-rata sehari tidak lebi b tekstil d kaian iadi- ,
pada masa Januari 2025 atau masa mulai dari Rp500.000. Untuk upah yang - fekst .an pakaian jad, Lampiran A.l
bekerja tahun 2025 tidak lebih dari Rp10 dibayarkan secara harian/mingguan, C. furr_utur, o
juta. satuan atau Borongan; atau d. kulit dan barang dari kulit; dan
*) gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan A Dalam hal upah dibayar secara e. pariwisata . » Lampiran A.ll
teratur setiap bulan dan/atau imbalan sejenis bulanan, tidak lebih dari Rp10 juta. 2. Memiliki KLU (dalam basis data sistem administrasi
yang bersifat tetap dan teratur, yang perpajakan DJP)sesuaiLampiran PMK:
ditetapkan berdasarkan ketentuan a. 56 KLU industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi,

peraturan perusahaan dan/atau perjanjian

kontrak kerja furniture, kulit dan barang dari kulit; dan

b. 77 KLU industri pariwisata .

'tl)'idzk menerima insentif PPdh Pasal 31 DTP Tidak tr)negerima insentif PPh Pazal 21 3. Wajib melaporkan pemanfaatan insentif PPh 21 DTP
erdasar peraturan perundang-undangan DTP berdasar peraturan - perundang- melalui penyampaian SPTMasa PPhPasal21.
yang lain, misalnya PPhPasal21 DTPIKN. undangan yang lain, misalnya PPh Pasal

21 DTPIKN.

| WWWpajakgOId



@@ Mekanisme Pemberian 5
Insentif PPh Pasal21 DTP

=

PPhPasal21 DTPdiberikan kepada pegawai tertentu yang memenubhi kriteria.

2. PPh Pasal 21 DTP diberikan atas seluruh penghasilan bruto yang diterima
pada:

a. Januari s.d. Desember 2025 industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi,
furniture, kulit dan barang dari kulit ;
b. Oktober s.d. Desember 2025 industri pariwisata .

3. Insentif harus dibayarkan secara tunai kepada pegawai yang berhak oleh
pemberi kerja, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh
Pasal21 atau menanggung PPhPasal21 kepada Pegawai

4. Dalam hal atas PPh Pasal 21 DTP menyebabkan lebih bayar maka atas lebih
bayar:

a. Untuk industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang
dari kulit tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan ;
b. Untuk industri pariwisata
dapat dikembalikan dan dapat dikompensasikan hanya atas bagian yang
tidak ditanggung pemerintah, yaitu bagi yang LB PPh Pasal 21 masa Jan
Des 2025 lebih besar daripada PPhPasal21 DTPmasaOkt-Nov 2025.

5. Pemberi kerja di Industri Pariwisata membuat dan menyampaikan kertas

kerja penghitungan dan membuat dan melaporkan bukti pemotongan

tambahan atas bagian yang DTP untuk memperhitungkan LB PPh Pasal 21

Des Pegawainya yang dapat dikompensasikan .
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Kewajiban Pemberi Kerja

Membayarkan secara tunai insentif PPh Pasal 21 DTP
kepada pegawai yang berhak.

Membuat bukti  pemotongan PPh Pasal 21 dan
menyampaikannyakepada pegawai yang berhak.

Melakukan pelaporan pemanfaatan fasilitas melalui
penyampaian SPTMasa PPhPasal21.

Membuat dan melaporkan bukti pemotongan tambahan

atas bagian yang DTP dan mengembalikan kelebihan

pemotongan PPhPasal2l Des 2025 bagi pegawai yang PPh
Pasal 21 LB Jan-Des 2025 lebih besar daripada PPhPasal21
DTPOkt-Nov dan bekerja di Industri Pariwisata .

Membuat dan menyampaikan kertas kerja penghitungan LB
yang dapat dikompensasikan jika terdapat pegawainya yang
memiliki PPh Pasal 21 LB masa Des 2025 dan bergerak di
industri pariwisata .

DJPberhak melakukan pembinaan , penelitian ,
pengawasan, dan/ atau pengujian kepatuhan terhadap
Wajib Pajak yangmemanfaatkan insentif sesuaidengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

1.

Pelaporan

Pemberi kerja wajib melaporkan pemanfaatan insentif
PPh Pasal 21 DTP melalui penyampaian SPT Masa PPh
Pasal 21/26 Januart Desember2025 *)

*) Nama-nama pegawai yang menerima insentif harus
tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 masa yang
bersangkutan

Penyampaian dan pembetulan laporan pemanfaatan
dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Januari
2026.

Dalam hal Pemberi kerja tidak menyampaikan laporan
pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, maka insentif
untuk

a. industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan
barang dari kulit masaJanuaris.d. Desember 2025;

b. industri pariwisata masa Oktober s.d. Desember 2025,

tidak diberikan dan Pemberi Kerja yang bersangkutan
wajib menyetorkan PPh Pasal 21 yang wajib dipotong *)

*) Dalam hal terdapat 1 masa atau lebih dimana Pemberi Kerja
tidak menyampaikan laporan , maka atas seluruh insentif dari
seluruhmasatidak diberikan
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Mekanisme Teknis Penerapan Insentif
PPh Pasal 21 DTP Sektor Pariwisata

=

Contoh penghitungan penerapan insentif

2. Contoh format kertas kerja dan bukti pemotongan
tambahan dan contoh pengisiannya

3. Tata cara pembuatan dan penyampaian Bupot dalam

aplikasi Coretax
a. Key-in untuk BPMP (Bulanan), BPA1 (Masa Terakhir), dan BP21
(pegawai tidak tetap); dan
b. Impor untuk BPMP (Bulanan) dan BPA1 (Masa Keyn untuk
BPMP (Bulanan), BPA1 (Masa Terakhir), dan BP21 (pegawai
tidak tetap).
Tata cara pembuatan dan penyampaian SPTPPhPasal 21/26

Daftar KLU yangberhak memanfaatkan insentif

S

#KemenkeuTerpercaya —



. Contoh Penghitungan
Penerapan Insentif
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CONTOH VI. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

11

Tuan F bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan F berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0).
Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan F menerima atau memperoleh gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur
sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) per bulan. Padabulan Maret 2025, Tuan F menerima Tunjangan Hari Raya sebesar 1
(satu) kali gaji dan tunjangan, yaitu sebesarRp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP

Tarif Penghasilan PthFiasal
Penghasilan Efektif PPh Setelah Ditanggung Penghasilan
Bulan Bruto Bulanan Pasal 21 Pajak Pemerintah setelah DTP
(Rp) ((A/\)) (Rp) (Ro) (OTP) (Rp)
(Rp)

Januari 7.400.000 1,25% 92.500 7.307.500 7.307.500
Februari 7.400.000 1,25% 92.500 7.307.500 7.307.500
Maret 14.800.000 6,00% 888.000 13.912.000 13.912.000
April 7.400.000 1,25% 92.500 7.307.500 7.307.500
Mei 7.400.000 1,25% 92.500 7.307.500 7.307.500
Juni 7.400.000 1,25% 92.500 7.307.500 7.307.500
Juli 7.400.000 1,25% 92.500 7.307.500 7.307.500
Agustus 7.400.000 1,25% 92.500 7.307.500 7.307.500
September 7.400.000 1,25% 92.500 7.307.500 7.307.500
Oktober 7.400.000 1,25% 92.500 7.307.500 92.500 7.400.000
November 7.400.000 1,25% 92.500 7.307.500 92.500 7.400.000
Desember 7.400.000 56.500 7.343.500 56.500 7.400.000
Total 96.200.000 1.869.500 94.330.500 241.500 94.572.000

Keterangan :

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir

(Desember 2025)

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun Rp  96.200.000,00
Pengurangan:
Biaya jabatan setahun
5% x Rp96.200.000,00 Rp 4.810.000,00
Rp 4.810.000,00
Penghasilan neto setahun Rp  91.390.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun
- untuk wajib pajak sendiri Rp 54.000.000,00
Rp  54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun Rp  37.390.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun
5% X Rp 37.390.000,00 Rp 1.869.500,00
Rp 1.869.500,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah Rp 1.813.000,00
dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan
November 2025
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus Rp 56.500,00

dipotong/ditanggung pemerintah pada bulan Desember
2025

a. PPhPasal21 DTPsebesar.
1. Rp92.500,00 per bulan pada bulan Oktober & November 2025; dan
2. Rp56.500,00 pada bulan Desember 2025,
sehingga selamabulan Oktober s.d. Desember 2025, Tuan Ftetap menerima penghasilan secarapenuh sebesarRp7.400.000,00.
b. Untuk masapajak Oktober s.d. Desember, PTU membuat bukti pemotongan dengan mencantumkan insentif PPhPasal21 ditanggung pemerintah.
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CONTOH VII. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

12
Tuan G bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0).

Berdasarkandokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan G menerima atau memperoleh gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur
sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan. Padabulan April 2025, Tuan G menerima bonus sebesar 1 (satu) kali gaji dan tunjangan ,
yaitu sebesarRp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP (Desember 2025)

. PPh Pasal . . .
Tarif ; Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember
. . Penghasilan 21 .
Penghasilan Efektif PPh Pasal Setelah Ditanqaun Penghasilan 2025:
Bulan Bruto Bulanan 21 : ggung setelah DTP
R A R Pajak Pemerintah R
(Rp) ((0/)) (Rp) (Rp) (DTP) (Rp) Penghasilan bruto setahun Rp 104.000.000,00
0 (Rp) Pengurangan:
Januari 8.000.000 1,50% | 120000 |  7.880.000 7.880.000 E(nyéﬁagigggtgggnoo Rp 520000000
Februari 8.000.000 1,50% 120.000 7.880.000 7.880.000 ’ ’ Rp  5.200.000,00
Maret 8.000.000 1,50% 120.000 7.880.000 7.880.000 Penghasilan neto setahun Rp  98.800.000,00
April 16.000.000 7,00% | 1.120.000 | 14.880.000 14.880.000 Penghalf"anug'da'f Ee”agﬁ}lak setahun
Mei 8.000.000 1,50% | 120.000 7.880.000 7.880.000 - untuk wajib pajak sendirl Rp_54.000.000,00 Rp  54.000.000,00
Juni 8.000.000 1,50% 120.000 7.880.000 7.880.000 Penghasilan kena pajak setahun Rp 44.800.000,00
Juli 8.000.000 1,50% 120.000 7.880.000 7.880.000
Agustus 8.000.000 1,50% 120.000 7.880.000 7.880.000 Paja('f Penghasilan Pasal 21 terutang setahun
September 8.000.000 1,50% 120.000 7.880.000 7.880.000 5% X Rp 44.800.000,00 Rp _ 2.240.000,00 Rp 2 240.000.00
Oktober 8.000.000 1,50% 120.000 7.880.000 120.000 8.000.000 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah Rp 2.320.000.00
November 8.000.000 1,50% 120.000 7.880.000 120.000 8.000.000 dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan
Desember 8.000.000 (80.000) 8.000.000 8.000.000 November 2025 _
Total 104.000.000 2.240.000 | 101.680.000 240.000 | 101.920.000 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih (Rp 80.000,00)
dipotong/ditanggung pemerintah

Keterangan :

a. PPhPasal21 DTPsebesar

1. Rp120.000,00 per bulan pada bulan Oktober & November 2025; dan
2. lebih potong Rp80.000,00 pada bulan Desember2025 C LBPPh21 Desember< PPhPasal21 DTPsehingga kelebihan pemotongan tersebut seluruhnya DTP.
dan selamabulan Oktober s.d. Desember 2025, Tuan G tetap menerima penghasilan secarapenuh sebesarRp8.000.000,00.
b. Untuk masapajak Oktober s.d. Desember, PTU membuat bukti pemotongan dengan mencantumkan insentif PPhPasal21 ditanggung pemerintah.
c. PTU dapat menggunakan kertas kerja untuk menghitungan LByang dapat dikembalikan kepada TuanG.
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CONTOH VIII. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

Tuan H bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan H berstatus menikah dan memiliki 3 (tiga) tanggungan (K/3).
Berdasarkandokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan H menerima atau memperoleh gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur
sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan. Pada bulan Maret 2025, Tuan H menerima bonus sebesar 2 (dua) kali gaji dan

tunjangan , yaitu sebesarRp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir

(Desember 2025)

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun
Pengurangan:
Biaya jabatan setahun 5%

maksimal Rp6.000.000,00 Rp 6.000.000,00

Penghasilan neto setahun
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun

- untuk wajib pajak sendiri Rp 54.000.000,00
- tambahan untuk menikah Rp 4.500.000,00
tambahan untuk 3

- Rp 13.500.000,00
tanggungan

Rp 126.000.000,00

Penghasilan kena pajak setahun

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun

5% X Rp 48.000.000,00 Rp 2.400.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah
dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan
November 2025

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih
dipotong/ditanggung pemerintah

Rp  6.000.000,00
Rp 120.000.000,00
Rp  72.000.000,00
Rp  48.000.000,00
Rp  2.400.000,00
Rp  3.825.000,00

(Rp  1.425.000,00)

13

Tarif _ PPh Pasal 21 Penghasilan

Penghasilan Efektif PPh Pasal Penghasilan DTP/ . setelah DTP/

Bulan Bruto Bulanan 21 Setglah Pengem_ballan Pengem_bahan

(Rp) ©) (Rp) Pajak Kelebihan Kelebihan
(%) (Rp) Pemotongan Pemotongan
(Rp) (Rp)
Januari 9.000.000 1,25% 112.500 8.887.500 8.887.500
Februari 9.000.000 1,25% 112.500 8.887.500 8.887.500
Maret 27.000.000 10,00% 2.700.000 24.300.000 24.300.000
April 9.000.000 1,25% 112.500 8.887.500 8.887.500
Mei 9.000.000 1,25% 112.500 8.887.500 8.887.500
Juni 9.000.000 1,25% 112.500 8.887.500 8.887.500
Juli 9.000.000 1,25% 112.500 8.887.500 8.887.500
Agustus 9.000.000 1,25% 112.500 8.887.500 8.887.500
September 9.000.000 1,25% 112.500 8.887.500 8.887.500
Oktober 9.000.000 1,25% 112.500 8.887.500 112.500 9.000.000
November 9.000.000 1,25% 112.500 8.887.500 112.500 9.000.000
Desember 9.000.000 (1.425.000) 9.000.000 1.200.000 10.200.000
Total 126.000.000 2.400.000 122.175.000 1.425.000 123.600.000
Keterangan :
a. PPhPasal21 DTPsebesar
1. Rpl12.500,00 per bulan pada bulan Oktober & November 2025; dan
c. PTU dapat menggunakan kertas kerja untuk menghitungan LByang dapat dikembalikan dan dikompensikan kepada Tuan H.

2. lebih potong Rp1.425.000,00 pada Des 2025 C LByang dapat dikembalikan & dikompensasikan ke masa berikutnya adalah LBPPh21 Des> PPh21 DTPyaitu sebesarRp1.200.000,00
sehingga pada bulan Okt dan Nov Tuan H menerima penghasilan penuh sebesarRp9.000.000,00 dan pada bulan Des menerima penghasilan termasuk pengembalian sebesarRp10.200.000,00.
b. Untuk masapajak Okt dan Nov, PTU membuat Bupot dengan mencantumkan insentif PPhPasal21 DTP,sedangkan pada Des tidak mencantumkan insentif tersebut atau tanpa fasilitas.
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Contoh Format Kertas Kerja dan
Bukti Pemotongan Tambahan
Serta Contoh Pengisiannya

14
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Contoh Format Kertas Kerja Penghitungan

No

@)

Nama Pegawai

&)

NPWP

®)

Nomor Bukti
Pemotongan
BPA1

4)

LB Masa Pajak
Terakhir cfm.
BPA1

®)

PPh Pasal 21 DTP
Masa Oktober
dan/atau
November 2025

(6)

Bagian LB PPh Pasal
21 Masa Pajak
Terakhir yang wajib
Dikembalikan
kepada Pegawai

)

Penghitungan
BP21
Tambahan

®)

Keterangan
Fasilitas BPA1
(DTP/non -
DTP)

&)

Jumlah LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang dapat dikompensasikan
berikutnya (10)

ke Masa Pajak

Jumlah Nilai Bukti Pemotongan tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah (11)

15
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Contoh Format Bukti Pemotongan Tambahan

KEMENTERIAN KEUANGAN BUKTI PEMOTONGAN
REPUBLIK INDONESIA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BP21

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN MASA PAJAK SIFAT PEMOTONGAN STATUS BUKTI PEMOTONGAN

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A1l NIK/NPWP
A2 Nama
A3 NITKU

B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG
B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

KODE OBJEK OBJEK PAJAK PENGHASILAN DPP (%) TARIF (%) PPh DIPOTONG (Rp)
PAJAK BRUTO (Rp)
B2 B3 B4 BS B6 B7
B.8 Dokumen Referensi Jenis Dokumen : Tanggal Dokumen:
B.9 Nomor Dokumen

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1 NPWPNNIK

C.2  NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi
C.3  NamaPemotong

C4  Tanggal

C.5  NamaPenandatangan

C.6 Pemyataan

16
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CONTOH PENGISIAN KERTASKERJAPENGHITUNGAN
17

Melanjutkan contoh penghitungan dalam nomor vi, nomor vii, dan nomor viii, PT U harus membuat kertas kerja perhitungan lebih bayar yang dapat

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sebagai berikut.

Rincian Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP Tiap Pegawai PT U

Jumlah Dipotong/DTP Tiap Masa
No Nama Oktober November KB/(LB)
Desember
1 Tuan F 92.500 92.500 56.500
2 Tuan G 120.000 120.000 (80.000)
3 Tuan H 112.500 112.500 (1.425.000)
Pada Masa Desember 2025, PT U Membuat Kertas Kerja Perhitungan Sebagai Berikut
Bagian LB PPh Pasal
Nomor Bukti LB Masa Pajak PF:\;]aZZSthzolbeDrTP 21 Masa Pajak Penahitunaan Keterangan
No Nama Pegawai NPWP Pemotongan Terakhir cfm. dan/atau November Terakhir yang wajib BP? 1gTambghan Fasilitas BPA1
Q) 2 (3 BPA1 BPA1 Dikembalikan (DTP/non -DTP)
2025 : 8
(4) (5) (6) kepada Pegawai 9)
(7
1 Tuan G (Diisi sesuai NPWP No. Bupot 80.000 240.000 . ; DTP
Tuan G)
2 Tuan H (Diisi ?ris;nau;lpwp No. Bupot 1.425.000 225.000 1.200.000 225.000 Non-DTP
Jumlah LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
(10) 1.200.000
Jumlah Nilai Bukti Pemotongan tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah
(11) 225.000

Keterangan :
Pemotongan PPhPasal21/26 Tuan Ftidak perlu diperhitungkan dalam kertas kerja karena pada masa pajak Desember 2025 tidak terdapat kelebihan pembayaran dalam BPAL TuanF.

www.pajak.go.id



CONTOH PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN BP21 TAMBAHAN ATAS BAGIAN

YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

18

Melanjutkan contoh pengisian kertas kerja perhitungan lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya oleh pemberi kerja, PT U
harus membuat BP21 tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah vyaitu sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Jumlah tersebut sesuai total PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah yang diterima seluruh pegawai PT U yang memperoleh pengembalian
kelebihan pembayaran . Berikut contoh pengisian Bukti Pemotongan Tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah.

KEMENTERIAN KEUANGAN BUKTI PEMOTONGAN
DIREKIORAT SENDERAL PAJAK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BP21
BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL Menggunakan NPWP, Nama
— > '
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN MASA PAJAK SIFAT PEMOTONGAN STATUS BUKTI PEMOTONGAN dan NITKUKhusus
250004JSH 12-2025 FINAL NORMAL

— JenisFasilitas: TanpaFasilitas

A1 NIKINPWP *9990000000999000
A2  Nama - PENERIMA PENGHASILAN 1 ,. Kode Objek Pajak danObjek
A3 NITKU £ 9990000000999000000000 j Pajak yangdigunakan
B.1  Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas PenghasilanBruto, DPP, dan Tarif O

KODE OBJEK OBJEK PAJAK PENGHASILAN DPP (%) TARIF (%) PPh DIPOTONG (Rp) — sedangkan PPhDipotong sesuai DTP yang

PAJAK BRUTO (Rp) tidak dikembalikan
B2 B3 B4 BS B& BT

21-100-39 Penyesusian Nl Kompensastsehubungen 0 0 225.000 Kode Objek Pajak danObiek
B8 Dokumen Referensi Jenis Dokumen ‘Dokumen Lainnya \L Tanggal Dokumen: r Pajak yang dlgunakan
B3 Nomor Dokumen ‘Kertas Kerja Perhitungan Lebih Baya.rj
C.1 NPWP/NIK : Diisi sesuai NPWP PT U Keterangan :
€2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi  : Diisi sesuai NITKU PT U
C.3  NamaPemoiong ‘PTU Bukti pemotongan tambahan dibuat secara kumulatif
C4  Tanggal - Tanggal Bukti Pemotongan BP21 Tambahan untuk seluruh pegawai yang LB-nya dikembalikan.
C5  Nama Penandatangan : Diisi sesuai Pengurus PT U

C6  Pemyataan

I Wwwpajakgmd




Tata Cara Pembuatan dan
Penyampaian Bupot
dalam Aplikasi Coretax

19
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Pembuatan Bukti Potong Pegawal Tetap

1. Login Coretax

2. Pilihme n eBupoto

20

Login

ID Pengguna

Kata Sandi

Pemilihan Bahasa

id-D

Lupa Kata Sandi?
Login

Pengguna Baru? Daftar disini

Aktivasi Akun Wajib Pajak

(@] (-]

Tax
Administration
System

www.pajak.go.id



Pembuatan Bukti Potong Pegawal Tetap
|. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawal Tetap

21

@ wdip Versi: 11.2-build-1940 id-D v A @ V' Login terakhir:

Login Coretax

Portal Saya v e-Faktur [N Surat Pemberitahuan (SPT) v Bantuan v Pembayaran v Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Pilihme n eBupoto
BPPU

ajak (Coretaxdjp)

Untuk Bukti Potong bagi BPNR
Pegawai Tet ap, ii
Pemotongan Bulanan Pegawali

Tet a p c') Pemotongan Secara Digunggung

Penyetoran Sendiri

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap
Pilih o0Create eBu

BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri
Isi data Bukti POtong dan BP AT - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir
memilih fasilitas PPh
Ditanggung Pemerintah( DT P) 0O

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Submit Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan

| Wwwpajakgmd



Pembuatan Bukti Potong Pegawal Tetap
|. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawal Tetap

Login Coretax B e vizbidion 60 v n @ V' Logintersi
Pilih m en eBumtb Portal Saya v e-Faktur eBupot  Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~
Untuk Bukti Potong bagi -
P e awai Tet a Pi + Create eBupot MP ’
g P i o EBUPOT MP NOT ISSUED =
Pemotongan Bulanan Pegawai ukti Pemotongan Bulanan CRUNIIAT N B Impor data »

Pegawai Tetap

Tet apbéd

SR 1§ " |, Du Belum Terbit ¢, aa ¥

I ocCreate Telah Terbit
Masa Pajak 1| Nomor Pemotongan 1| Status 1| NITKU/Nomor Identitas Sub |

Isi data Bukti Potong dan Tiak Vald

memilih fasilitas 0PPh
Ditanggung Pemerintah( DT P) 6 Tidak ada data yang ditemuken.

Pilih Masa Pajak v Y Pilih Status Vv

Submit

| Wwwpajakgmd



Pembuatan Bukti Potong Pegawal Tetap
|. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawal Tetap

Login Coretax

Pilihme n eBupoto

Untuk Bukti Potong bagi
Pegawai Tet ap, Pi
Pemotongan Bulanan Pegawai
Tetapéd

Pilih o0Create eBu
Isi data Bukti Potong dan

memilih fasilitas 0PPh >
Ditanggung Pemerintah( DT P) 0O

Submit

23

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penyetor*

Nama Objek Pajak*
Jenis Pajak*

Kode Objek Pajak*
Penghasilan Bruto (Rp)*

Tarif (%)*

Pajak Penghasilan yang Dipotong (Rp)*

KAP*

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit

Organisasi*

Save
Submit

Goto
search

PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)

Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
Pasal 21

21-100-01

10.000.000
2,00

200.000

www.pajak.go.id



Pembuatan Bukti Potong Pegawal Tetap
Il. Bukti Pemotongan Al Masa Pajak Terakhir

Login Coretax
Pilihme n eBupoto

Untuk Bukti Potong bagi
Pegawai Tet ap@, ii
Bukti Pemotongan A1 Masa
Pajak Terakhiro

Pilih O0Create eBu
Isi data Bukti Potong dan

memilih fasilitas aPPh

Ditanggung Pemerintah( DT P) 0O
atau oTanpaFasilitagh

Submit

24

o Cdp

Portal Saya ~

e-Faktur WC:TVWLIEE Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Waijib Pajak ~ Manajemen Akses ~

BPPU

BPNR

Penyetoran Sendiri

Pemotongan Secara Digunggung

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir
Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan

(= Versi: 1.1.2-bui

www.pajak.go.id



Pembuatan Bukti Potong Pegawal Tetap

25

Il. Bukti Pemotongan Al Masa Pajak Terakhir

o Cdip
Login Coretax ke

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak

Pilihme n eBupoto

Terakhir

Belum Terbit

Untuk Bukti Potong bagi
Pegawai Tetamp, Pi [HMi=h
Bukti Pemotongan A1 Masa

Pajak Terakhiro

Pilih O6Create epu
Isi data Bukti Potong dan
memilih fasilitas APPh

Ditanggung Pemerintah( DT P) 0O
atau oTanpaFasilitagh

Submit

O0BP A1l

nterian Keuangan

- @08 -

Masa Awal Periode Penghasilan T]

Pilih Masa Awal Periox

Tidak ada data yang ditemukan.

de Penghasilan

v

e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran -~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Masa Akhir Periode Penghasilan T]

Pilih Masa Akhir Periode Per

nghasilan

Versw: 1.1.2-build-2008 id-0 v EEIE)

+ Create eBupot BPA1

W

Nomor Pemotongan Tl

AT4

Status

Pilih Status

www.pajak.go.id



Pembuatan Bukti Potong Pegawal Tetap

- - 26
Il. Bukti Pemotongan Al Masa Pajak Terakhir C! LB Des < DTP PPh Okt-Nov

|
Log | n Coretax Penghitungan PPh Pasal 21
Jumnlah Penghasilan Meto®

P| I | h m e n EBUF‘x)tC‘) Momor Bukti Permotongan BPAT dari Pemberi Kerja Sebelumnya (Apabila ada)

Untuk Bukti Potong bagi

P e g a W a | T e t a Fﬁ , P | iew?"lﬁ'lar I\e‘.:&:i I:Bc-taanls.tebelAn;;?-P I |
) Jumlah Penghasilan Nete untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)®

BUKtI PemOtongan Al Masa Penghasilan Tidak Kena Pajak*

P a J a k T e r a k h I r é Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan®
H H 4 PRh Pagal 21 Terut 4
Pilih o0Create eBupot "BPAL1SOG
PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya®

PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pematongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)®

ISI data BUktI POtOng dan PPh Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah*
mem|l|h faS|I|taS (‘jDPh > PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir
Dltangg u ng Pemerl ntah ( D T P ) é Jenis Fasilitas pada Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir* @asal 21 Ditanggung Pemerint@

KAP™

NITKU/Momor Identitas Sub Unit Organisasi*

Submit

| Wwwpajakgmd




Pembuatan Bukti Potong Pegawal Tetap

- - 27
Il. Bukti Pemotongan Al Masa Pajak Terakhir C! LB Des > DTP PPh Okt-Nov

|
Log | n Coretax Penghitungan PPh Pasal 21
Jumnlah Penghasilan Neto®

P| I | h mena.e Burx)tc‘) Momor Bukti Pemotongan BPA1 dari Pemberi Kerja Sebelumnya (Apabila ada)

Untuk Bukti Potong bagi

P e g a W a | T e t a Fﬁ , P | rmgrflar I‘\etﬁlariBmtlgﬂgan SeﬁJ’I}fa

. Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)*
BUKtI PemOtongan Al Masa Penghasilan Tidak Kena Pajak*
P a J a k T e r a k h I r é Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan®

Pili h 6Create eBufot " BPA1L1O

PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya®

PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)®

ISI data BUktI POtong da‘n PPh Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah*

-y oy N
memlllh faSIIItaS OTan pa > PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir*
FaS"ltaS’) Jenis Fasilitas pada Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir* < Tanpa Fasilitas >

KAP

MITKU/Momor Identitas Sub Unit Organisasi®

Submit

| Wwwpajakgmd
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PEI\/IBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA
|. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP
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1. Unduh converter excel ke XML untuk
bupot BPMP pada laman > % pajakgoid/en/node/112031
https://www.pajak.go.id/en/node/112
031

wdjp

Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi
data fasilitas0 D T ketmudian ekspor
data menjadi format XML

Kategori Deskripsi Dokumen Converter XML | Lastest Update | Template XML
3. Login Coretax _—— ——
< Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP) Download File > 16/01/2025 Download File
4. Pilihme n eBugoto Lé——/ .
Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21) | Download File 7/02/2025 Download File
5. UntUK BUktI POtong bagl Pegawai Bupot PPh Pasal 21/26 Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26) | Download File 7/11/2024 Download File
Tetap, Pilih é6Bukt:i not ongan
Bul anan Pe gawa i Tet & Bukti Pemotongan A1 (BPA) Download File 7/11/2024 Download File
6. P | I | h (,) I mp or Dat a é p | | | Bukti Pemotongan A2 (BPA2) Download File 7/11/2024 Download File
0 B rowseo d an p I I I h yanhy BPPU Download File 16/01/2025 Download File

sudah dibuat sebelumnya

Download File 16/01/2025 Download File
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil
diimpor kemudian p|||h éTerbitkané Bupot Unifikasi Penyetoran Sendiri Download File 16/01/2025 Download File

| Wwwpajakgmd
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https://www.pajak.go.id/en/node/112031
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1. Unduh converter excel ke XML untuk

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi

3. Login Coretax

5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai

Tetap, Pilih é6Bukt:i
Bul anan Pegawai Tet
6. Pilih &6l mpor Datado
O0Browsedé dan pilih

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil

____________________________________________________________________________________________________________

PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA
|. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP
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bupot BPMP padalaman
https://www.pajak.go.id/en/node/112

031 gj’ Calibri M A A v ?E«JWrapText M E—‘ D D EE e Insert >
':@ ©

X Delete v

¢ BIU. v . AL @, 0 9 00 Condltlonal Formatas Cell

Clipboard 1§ Alignment [Fl Number Kt Styles

data fasilitas 0 D T ketudian ekspor p

data menjadi format XML °

A
NPWP Pemotong

4 Pilihme n eBu ﬁot o MasaPajak  [§@l Tahun Pajak Bl Status Pegawai @l NPWP/NIK/TIN

2025 Resident TK/O Staff

sudah dibuat sebelumnya

diimpor kemudian pilih oTerbitkand

Insert  Pagelayout  Formulas  Data  Review  View  Developer Help  FOXITPDF  Table Design Q Tell me what you want to do

Formatting v Table v Styles v ] Format ¥

Cells

AP

" Filter v Select v

Sort& Find & | Add-ins

Editing Add-ins
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PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA
|. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP
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1. Unduh converter excel ke XML untuk
bupot BPMP pada laman

ggis://www'Daiak'qo'id/en/nOdelllz @ Ldip Versi: 1.12-buld-1940 id-D vV A @ V' Login terakhir 19February202514:55:060
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi Portal Saya ~ e-Faktur eBupot v Surat Pemberitahuan (SPT) v Bantuan v Pembayaran v Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

data fasilitas0 D T ketmudian ekspor
data menjadi format XML

3. Login Coretax + Create eBupot MP
. o , EBUPOT MP NOT ISSUED
4. Pilihme n eBupoto Bukti Pemotongan YOl imporcata
_ _ _ Bulanan Pegawai Tetap
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai .
Tetap, Pilih O6Bukti . Browse i
Bul anan Pegawali Tet dSelumTerbi 7
| ¢ aa i Download Template &
6. Pilih 61 mpor Databd Telah Terbit
6Browsed dan pili ¥ Tidak Vald Masa Pajak 1| Nomor Pemotongan {| Status 1|
sudah dibuat sebelumnya dak val
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil Piin Masa Pajak Y Pilih Status

diimpor kemudian pilih oTerbitkand

| Wwwpajakgmd
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2. Isi data bupot dan pastikan mengisi

3. Login Coretax
4. Pilihme n eBupoto

5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai

Tetap, Pilih O6Bukt:i
Bul anan Pegawai Tet
6. Pilih &6l mpor Datado
OBrowsed dan pilih

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil

____________________________________________________________________________________________________________

PEI\/IBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA
|. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP
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1. Unduh converter excel ke XML untuk

bupot BPMP pada laman
https://www.pajak.go.id/en/node/112
031

data fasilitas0 D T ketudian ekspor
data menjadi format XML

sudah dibuat sebelumnya

diimpor kemudian pilih oTerbitkand
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